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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja 
Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 
Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi 
Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi, serta 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yang berdampak pada hasil 
reviu pohon kinerja Perangkat Daerah, penyesuaian 
struktur organisasi Perangkat Daerah, serta penyesuaian 
kegiatan/subkegiatan beserta indikator kinerja dan 
targetnya, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 147 
Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 
Pada Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi 
Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Ngawi Nomor 73 Tahun 2022 masih 
memerlukan penyesuaian sehingga perlu ditinjau kembali 
untuk diadakan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ngawi 
Nomor 147 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis 
Perangkat Daerah Pada Kecamatan Kwadungan 
Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 7334) sebagaimana telah beberapakali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6081);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);
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10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6056);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6042);

17. Peraturan Pemerintah Nomor60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6323);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6794);

24. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 259);

25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136);

26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 10);

27. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
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28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang 
melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 197);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaiian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1312);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasiflkasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1447);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 178);

36. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang 
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
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37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
SistemKerjapadalnstansiPemerintahuntukpenyederhana 
anBirokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022Nomor 181);

38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan 
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 
Tahun 2023;

39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- 
2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 
2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 
Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2021 Nomor 02 Seri D);

40. Peraturan DaerahKabupaten Ngawi Nomor 10
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi 
Tahun 2012 Nomor 19);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 
Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Ngawi Nomor 275);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1
Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 
Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Ngawi Nomor 277);
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45. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 147 Tahun 2021 tentang 
Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Kecamatan 
Kwadungan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita 
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 147 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Ngawi Nomor 73 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten 
Ngawi Tahun 2022 Nomor 73);

46. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Kecamatan Kwadungan (Berita Daerah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 147 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS 
PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN KWADUNGAN 
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Ngawi Nomor 147 Tahun 2021 tentang Rencana 
Strategis Perangkat Daerah Pada Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi 
Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 147) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 73 
Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 73) diubah 
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati
mi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
i i | i I i a ft I

Diundangkan di Ngawi 
pada tanggal 1^ )UU iC2/%

UPATEN NGAWI,

BERITA iSA&SJfcJ^ABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR if



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI 
NOMOR TAHUN 2023 
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 
BUPATI NGAWI NOMOR 147 TAHUN 2021 
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT 
DAERAH PADA KECAMATAN KWADUNGAN 
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PerubahanRencana Strategis Kecamatan Kwadungan Kabupaten 

Ngawi Tahun 2021 - 2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan 

Kwadungan Kabupaten Ngawi untuk periode tahun2021 - 2026, yang 

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan 

' pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi 

masyarakat yang tumbuh berkembang di Kecamatan Kwadungan, dan 

berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) 

tahun. Adapun Perubahan Rencana Strategis ini disusun berdasarkan 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Ngawi yang telah disahkan oleh Bupati terpilih Kabupaten Ngawi periode 

tahun 2021-2026. Perubahan Rencana Strategis merupakan dasar bagi 

perwujudan visi dan misi serta Rencana Kerja Kecamatan Kwadungan.

Latar belakang Perubahan Rencana Strategis karena terdapat 

perubahan rekening sub kegiatan beserta indikator kinerja dan target 

serta hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi klasifikasi, kodefikasi, dan 

nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Menindaklanjuti dinamika Regulasi baik Pemerintah Pusat 
maupun Pemerintah Daerah yang berdampak pada Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang 

Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, ditindaklanjuti dengan 

Reviu Pohon Kinerja Perangkat Daerah hasil asistensi oleh Bappeda 

yang mempengaruhi Perubahan Kegiatan/Subkegiatan beserta 

indicator kineija dan targetnya pada Renstra-PD;



10

2. Pemutakhiran Ketiga Subkegiatan pada Aplikasi SIPD-RI berdasarkan 

Hasil Sosialisasi dari Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan 

pada tanggal 20 Juni 2023;

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kwadungan Kabupaten

Ngawi Tahun 2016-2021 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- 

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita 

Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

* Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukaii 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik .Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara . 

Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6056);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 .tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 

Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4890);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi 

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6794);

25. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 202Ot entang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

28. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan 

Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 96);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 927);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
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31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 ten tang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota 

yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

197);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

tahun 2019 Nomor 1114);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kineija Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

1570);

38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang 

Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;



39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Rene ana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 

2019 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 02 Seri D);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi 

Tahun 2012 Nomor 19);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi 

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 

Nomor 09);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 

2022 Nomor 01);

45. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan 

(Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 28);

46. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Kecamatan 

Kwadungan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 28);

47. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 147 Tahun 2021 tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah pada Kecamatan Kwadungan Kabupaten 

Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 

2021 Nomor 147 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Ngawi Nomor 73 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten 

Ngawi Tahun 2022 Nomor 73);



16

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kwadungan

Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dimaksudkan antara lain untuk:

1. Pedoman bagi Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi untuk 

menentukan arah dan tujuan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke 

depan;

2. Pedoman pengukuran kinerja perangkat daerah dalam pembangunan 

daerah;

3. Pedoman bagi stakeholders untuk ikut memberikan kontribusi sebesar- 

besarnya dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis tahun 2021-2026 antara lain :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi perangkat daerah sebagai dasar 

perumusan permasalahan dan isu strategis, sebagai dasar prioritas 

penanganan pembangunan 5 (lima tahun) kedepan.

2. Merumuskan pedoman pengelolaan terhadap kebijakan keuangan 

daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan 

pembangunan daerah.

3. Menetapkan indikator kinerja sebagai dasar penilaian dan evaluasi 

kinerja tahunan perangkat daerah.

4. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan 

daerah.

5. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, 

bermanfaat, tepat sasaran dan berlcesinambungan.

6. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna 

dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai 

visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kwadungan Tahun

2021 - 2026 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4.Sistematika Penulisan



BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI 

BAB VII 

BAB VIII

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerali
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat 

Daerah
PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT 
DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Perangkat Daerah
3.2. Telaahan Visi, Misi'dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah 

Provinsi
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

TUJUAN DAN SASARAN
4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
S.l.Strategi dan Arah Kebijakan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

PENUTUP
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B A B II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KWADUNGAN

2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kwadungan

Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi yang terbentuk berdasarkan 

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan 

Kewenangan Kecamatan dan diperbarui dengan Peraturan Bupati Ngawi 

Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A.

Kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan Kecamatan Kwadungan 

Kabupaten Ngawi diuraikan sebagai berikut:

Kedudukan : Kecamatan merupakan wilayah keija Camat sebagai 

perangkat daerah Kabupaten yang dipimpin seorang Camat 

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah, Camat sebagai koordinator 

penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah keijanya.

Tugas :
a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman 

dan ketertibanumum;

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Bupati;

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana 

pelayanan umum;

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di 

tingkat kecamatan;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatandesa 

dan / ataukelurahan;

h. melaksanakan uru,san pemerintahan yang menjadi 

kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh 

unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 

sesuai dengan bidang tugasnya.
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Fungsi

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman 

dan ketertiban;

d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan 

Daerah dan PeraturanBupati;

e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana 

pelayanan umum;

f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di 

tingkat kecamatan;

g. pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan 

desa dan atau Kelurahan;

h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh 

unit keija pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsi.

Susunan Organisasi Kecamatan Kwadungan terdiri dari :

1) Camat;

2) Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

3) SeksiPelayananUmum;

4) Seksi Pemerintahan;

5) Seksi KesejahteraanSosial;

6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

7) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat

sedangkan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya bertanggungiawab langsung kepada Camat.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kwadungan adalah sebagai berikut:
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Uraian tugas dari masing-masing struktur adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, 

keuangan dan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Camat sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas 

tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

a. mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

" b. mengoordinasikan kegiatan;

c. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;

d. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi,

dan pelaporan;

e. pern binaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja 

sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan 

dan dokumentasi;

f. penyelengaraan pengelolaan barang milik Daerah dan pelayanan 

pengadaan barang/javsa; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat terkait 

bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi :

a. Sub Bagian Umum; dan

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Sekretaris.
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a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas :

1) merancang bahan koordinasi dan menyusun rencana program 

dan anggaran;

2) merancang bahan koordinasi dan menyusun rencana strategis;

3) mengerjakan penyusunan laporan;

4) melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data;

5) menyusun dan mengeijakan laporan kineija; melakukan tata 

laksana keuangan;

6) melakukan perbendaharaan dan gaji;

7) melakukan verifikasi dan akuntansi;

8) mengerjakan pelaporan keuangan; dan

9) mengeijakan tugas-tugas lain Sub Bagian Keuangan yang 

diberikan oleh Sekretaris

b. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

1) Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan 

dan kearsipan;

2) Mengelola administrasi perjalanan dinas, kendaraan dinas dan 

tugas keprotokolan;

3) Melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha, memelihara
ji*

perlengkapan, peralatan, mengurus pemeliharaan dan 

kebersihan serta keamanan kantor;

4) Melakukan tata usaha kepegawaian;

5) Melakukan pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin 

pegawai ;

6) Melakukan kegiatan-kegiatan dokumentasi, informasi serta 

pengelolaan perpustakaan; dan

7) Mengelola perlengkapan dan peralatan kantor serta inventarisasi 

aset; dan

8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan 

pelaporan dibidang pelayanan umum.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi pelayanan 

umum mempunyai fungsi :



22

a. penyiapan bahan perurnusan kebijakan dibidang pelayanan urnum;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang 

pelayanan umum;

c. peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di 

wilayah kecamatan;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi 

terpadu Kecamatan

e. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum;

f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan 

pelayanan umum; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai 

dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam 

menyiapkan bahan perurnusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan 

pelaporan dibidang pemerintahan.

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan 

mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perurnusan kebijakan dibidang pemerintahan
&

kecamatan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang 

pemerintahan kecamatan;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberikan bimbingan, supervisi, 

fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau 

kelurahan;

d. menyiapkan bahan pelaksanakan pembinaan dan pengawasan 

tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

e. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 

kecamatan;

f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan 

penyelenggaraanpemerintahan kecamatan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan 

bidang tugasnya.
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4. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan 

pelaporan dibidang kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi 

kesejahteraan sosial. mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan 

sosial;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang 

kesejahteraan sosial;

c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial 

kemasy arakatan;

d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan

bidang tugasnya.

5. * Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat 

dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, 

evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi 

pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pelayanan msyarakat dibidang pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat;

b. melaksanakan usaha dalam rangka meningkatkan swadaya dan 

partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian;

c. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta 

menjaga dan memelihara prasarana dan sarana lisik dilingkungan 

Kelurahan;

d. melaksanakan administrasi pembangunan di Kelurahan;

e. membantu dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka 

musyawarah lembaga ketahanan masyarakat ditingkat Kelurahan;



f. mengumpulkan bahan dan menvusun laporan dibidang 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

g- piengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang 
perekonomian;

h. menyiapkan bahan pembinaan dibidang perkoperasian pengusaha 

ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka 

meningkatkan kehidupan masyarakat ditingkat Kelurahan; dan

i. mengerjakan tugas-tugas lain yang dibeiikan oleh Lurah sesuai 

dengan tugas Kelurahan.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu 

Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, 

evaluasi dan pelaporan dibidang Ketentraman dan Ketertiban.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi 

Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang ketenteraman dan 

ketertiban;

b. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan
>

dibidang ketenteraman dan ketertiban;

c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Instansi 

terkait dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum diwilayah kecamatan;

d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penerapan dan 

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

e. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban

f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan 

bidang tugasnya.

2.1. Sumber Daya Perangkat Daerah
Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu 

organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. 

Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas 

dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. 

Adapun data personil Kecamatan Kwadungan sebagaimana berikut :
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Tabel 2.2.1

Data Pegawai Kecamatan Kwadungan Berdasarkan Golongan

No Golongan Jumlah Keterangan

1 IV 2

2 III 14

3 II 14

Jumlah 30

Tabel 2.2.2 Data PegawaiBerdasarkan Pendidikan

No Pendidikan Jumlah Keterangan

1 PascaSarjana
(S2) 2

2 Sarjana (SI) 6

3 SMA 22

Jumlah 30

Dalam rangka meningkatkan kualitaspelayanan kepada masyarakat 

dengan daya dukung personil, maka dilakukan pembinaan personil yang 

diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam 

mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi 

masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf. Sebagai 

realisasi kebijaksanaan tersebut diadakan pembinaan rutin terhadap 

perangkat Kecamatan, serta diterapkan sistem pengawasan melekat oleh 

masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk DP-3 

setiap akhir tahun (bulanDesember). Dengan dasar DP-3 tersebut seorang 

perangkat kecamatan akan dinilai kineijanya sebagai bahan evaluasi dalam 

peningkatan keijanya serta untuk dapat dipromosikan memperoleh 

kenaikan pangkat regular ataupun pilihan dan menduduki jabatan tertentu 

pada tingkat Kecamatan ataupun di jajaran Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat 

melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan bebantugas yang telah 

dibebankan oleh ketentuan perundang- undangan yang berlaku, disamping 

melaksanakan tugas-tugas lainnya., seperti pelaksanaan tugas yang
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termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang 

diperintahkan oleh atasan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kineija pemerintah diperlukan 

sarana dan prasarana guna menunjang tugas dan fungsi aparat 

pemerintah, maka perlu kami sampaikan jurnlah aset Kecamatan 

Kwadungan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2.3 Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Kwadungan

NO JENIS BARANG JUMLAH
KETERANGAN

BAIK RUSAK
RINGAN RUSAK BERAT

1. TOYOTA INOVA 1 1 - -
2. HONDA REVO 1 - - 1
3. HONDA BLADE 1 - 1 ' -
4. HONDA VARIO 1 1 - -

5. HONDA WIN 1 - 1 -

6. LEXI 1 1 - -
r~7
i . KAMERA 1 1 - -

8. TELEVISI 3 3 - -

>9 LAPTOP 7 6 - 1

10. PRINTER 6 - - -

11. KOMPUTER 3 3 - -

12. SOUND
SISTEM 5 5 - -

13. KIPAS ANGIN 8 8 - -
14. KURSI PUTAR 8 4 - 4
15. AC 5 5 - -

16. MESIN
ANTRIAN 1 1 - -

17. KURSI 1 1 - -

18. PROYEKTOR 1 1 - -

19. RUNING TEXT 1 1 - -

20. KURSI METAL 33 10 - 23

21 LEMARI BESI 
METAL 5 1 3 1

22 LEMARI KAYU 2 2 - -

23 KURSI
NAPPOLY 130 130
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24 AC STANDING 1 1

25 FILING
KABINET 2 2 - -

26 TANAH 1918 m2

27 MOTOR VIXION 11 11

28 MOTOR
JUPITER MX 2 2

29 MOTOR KLX 1 1

2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kineija Perangkat Daerah 

berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode 

sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja 

pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau 

indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Keberhasilan tingkat 

capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kwadungan berdasarkan renstra 

tahun 2016-2020 dapat dilihat dari table berikut:

Pencapaian target Rencana Strategis Kecamatan Kwadungan 

Tahun2016- 2020 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan 

pada Rencana Strategis sebelumnya dapat digambarkan pada tabel pada 

halaman berikut:

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan salah satu misi dari Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur yakni Tata Kelola Pemerintahan 

yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi 

Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip 

Kebhinekaan serta sesuai dengan misi Kabupaten Ngawi yang ketiga yakni 

Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna 

memberikan pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu Perangkat 

Daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat 

berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut.

Pandemi COVID-19 yang masih teijadi sampai saat ini berdampak 

negative terhadap pertumbuhan ekonomi global. Selain itu, biaya manusia 

dalam hal tingginya angka kematian akan memengaruhi pertumbuhan 

ekonomi global antara lain meningkatnya tingkat kemiskinan, hilangnya 

pekerjaan, dan meningkatnya keresahan sosial. Hal ini juga menjadi
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tantangan bagi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan, sasaran, visi dan 

misi yang ditetapkan.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat 

tantangan danpeluang yang dihadapi yakni :

Tantangan :

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia masih perlu ditingkatkan

2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan 

fasilitas yang tersedia

3. Lemahnya manajemen informasi data kecamatan

4. Belum maksimalnya koordinasi dari Perangkat Daerah teknis yang 

mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah 

Peluang :

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan , kualitas sumberdaya 

manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

2. Mudahnya aksesin formasi yang lebihcepat dan tepat sehingga dapat 

meningkatkan profesionalisme kerja

3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk 

meningkatkan koordinasi dan konsultasi
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BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Perangkat Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya 

atau yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan 

membandingkan antara Target kineija Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 dan tugas pokok 

dan fungsi Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan 

Kwadungan adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

desa

2. Masih adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan 

Pertanggungjawaban Pemerintah Desa yang disusun tidak tepat waktu

3. Masih rendahnya nilai IKM Kecamatan

Pemetaan permasalahan di Kecamatan Kwadungan dapat dilihat pada 

tabel berikut:

3.2. TelaahanVisi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Terpilih

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan 

Kwadungan tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun visi Kabupaten Ngawi adalah :

SEMESTA BERENCANA

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang 

mandiri, berakhlaq, makmur dan berdaya saing 

berbasis agropolitan dengan semangat gotong 

royong dalam bingkai NKRI”

Adapun strategi yang dilaksanakan guna pencapaian visi dengan 

melaksanakan 5 misi yakni :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya 

saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada 

masyarakat
2. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan 

investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah 

lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi
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3. Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna 
memberikan pelayanan prima

4. Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan 

yang berkesinambungan

5. Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya 

lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong-royong

Misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan yang terkait dengan 

tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kwadungan adalah misi ketiga yaitu 

“Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna 

memberikan pelayanan prima”. Sedangkan faktor pendorong dan faktor 

penghambat pelayanan Kecamatan Kwadungan yang dapat mempengaruhi 

pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati bisa dilihat tabel berikut:

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah 

Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

Misi Rencana Permasalahan
Pelayanan
Perangkat

Daerah

Faktor

No
Pembanngunan

Jangka
Menengah

Daerah

Penghambat Pendorong

i Meningkatkan
etos kerja dan
integritas
aparatur
pemerintahan
guna

Belum
optimalnya
pelayanan
yang
diberikan

Minimnya 
tingkat 
pemahaman 
Sumber Daya 
Manusia 
aparatur desa

Adanya
pelatihan yang 
diselenggarakan 
oleh Perangkat 
Daerah terkait

memberikan
pelayanan
prima

Masih
minimnya
sarana dan
prasarana
penunjang
pelayanan

Adanya
dukungan
anggaran untuk
peningkatan
sarana dan
prasarana
pelayanan

Masih 
rendahnya 
budaya kinerja

Adanya
pembinaan dan 
sistem reward 
and
punisiiiiivrii
untuk
meningkatkan

1 budaya kinerja

Basil identifikasi tentang faktor penghambat dan pendorong pelayanan 

Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini juga akan menjadi input bagi



perumusan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian, 

isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan 

pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor penghambat 

pada Kecamatan Kwadungan agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi 

dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

3.3. TelaahanRenstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di 

Kecamatan Kwadungan, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah 

perlu untuk memperhatikan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah 

Provinsi Jawa Timur. Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan 

dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka 

diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi 

kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya 

terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat 

menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai 

bidang,

Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka 

diperlukan koordinasi yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku 

kepentingan baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau 

institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Disamping mentelaah Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, maka 

perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Rencana Strategis Propin si Jawa Timur, 

dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kwadungan 

harus difokuskan pada pencapaian visi dan misi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030, 

Penataan ruang wilayah Kabupaten Ngawi bertujuan :

“Mewujudkan ruang wilayah kabupaten Ngawi sebagai 

lumbung pertanian Jawa-Bali yang didukung oleh 

industri dan perdagangan”
Sedangkan kebijakan struktur ruang wilayah Kabupaten Ngawi meliputi 

beberapa hal, yaitu :
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1. Peningkatan fungsi kawasan perkotaan secara berjenjang dan bertahap 

sesuai pengembangan perkotaan secara keseluruhan;

2. Pengembangan kegiatan pertanian, industri, perdagangan dan 

pariwisata yang didukung oleh sistem jaringan sarana dan prasarana 

wilayah;

3. Penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;

4. Pengembangan sistem agropolitan dan perikanan pada kawasan 

potensial;

5. Peningkatan fungsi wilayah perdesaan melalui pengembangan produk 

unggulan perdesaan; dan

6. Pengoptimalan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan untuk 

menghindari dampak dan resiko bencana.

Disamping mentelaah Rencana Strategis berdasarkan Rencana Tata 

Ruang Wilayah, maka perlu ditunjang pula dari Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang 

sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip 

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam 

pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program, melalui 

antisipasi kemungkinan dampak negatif kebijakan, rencana dan program 

terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana kebijakan, rencana 

dan program yang akan diterbitkan berpotensi meningkatkan risiko perubahan 

iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan 

keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, 

kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang 

kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber 

daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, 

mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan 

terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan 

jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan 

sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan 

dan keselamatan manusia. Kajian Lingkungan Hidup Strategis juga merupakan 

salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir perencanaan tata 

ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi 

persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan prinsip- 

prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program 

yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan 

sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.



Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan amanat dan Undang- 
Lndang Nomor 32 Tahun 2009 ten tang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Pa'sal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan bahwa 

prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam 

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. 

Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke 

dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rincianya 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah nasional, provinsi dan kabupaten/kota, dan kebijakan, rencana 

dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko 

lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah Kajian yang harus 

dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk memastikan 

penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan 

dan program pemerintah.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang 

signifikan bagi daerah/ masyarakat dimasa datang. Saat ini pelayanan publik 

dirasakan belum maksimal karena masih munculnya keluhan dari masyarakat. 

Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan 

publik termasuk pelayanan di kecamatan.

Permasalahan atau isu strategis di tingkat kecamatan secara umum 

adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan dan Desa;

2. Masih rendahnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan.

Hal ini apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang 

lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan 

menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dalam jangka panjang.
Berdasarkan permasalahan, telaahan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Ngawi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
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Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh 

Kecamatan Kwadungan adalah :

1. Masih rendahnya penyelenggaraan pemerintahan desa;

2. Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa;

3. Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Pemerintah Desa;

4. Masih kurangnya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa;

5. Masih kurangnya penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa;

6. Masih kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

administratif kecamatan;

7. Masih kurangnya sinergi lintas sektor dalam peningkatan ketentraman 

dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

8. Masih kurangnya efektifitas pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan sosial 

masyarakat di wilayah kecamatan;
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan 

misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan 

perbaikan - perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi 

organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan 

akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan 

kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah 

Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi adalah Meningkatnya kualitas 

pelayanan publik.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik 

dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan 

tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan 

kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal - hal yang ingin dicapai. 

Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, 

maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang 

ingin dicapai Kecamatan Kwadungan selama 5 (lima) tahun pembangunan 

jangka menengah dapat dilihat dari tabel berikut :
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BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan ArahKebijakan

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran 

dari mi si pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan 

dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional 

yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan Perangkat 

Daerah merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngawi 

dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman 

yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Kwadungan. Selanjutnya 

kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan 

kegiatan pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Kwadungan Tahun 

2021 - Tahun 2026 sesuai dengan misi Kabupaten Ngawi disajikan dalam 

tabel berikut:



37

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN 

KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan 

Kwadungan selama 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026) diarahkan 

untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi 

Kantor Kecamatan Kwadungan untuk selanjutnya pencapaian visi dan 

misi Kantor Kecamatan Kwadungan akan menunjang tercapainya visi 

dan misi Kabupaten Ngawi selama 5 (lima) tahun ke depan. Program 

merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk 

mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa 

instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh 

instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. 

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebij akan /program 

tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu 

sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu 

atau beberapa satu an kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran
.„v

yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain 

rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur 

kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga ada perencanaan 

anggarannya.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Peiangkat Dae rah harus 

melalui pengerahan sumber daya yang ada di Perangkat Daerah 

tersebut, baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan 

dan teknologi, dana, dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua 

jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan 

keluaran dalam bentuk barang dan jasa.

Pengukuran indikator kineija sangat berguna sebagai pedoman 

untuk memantau keberhasilan dan kineija kegiatan pembangunan. 

Dengan berpedoman indikator kineija, maka pengelolaan dan 

pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui 

permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.
Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kantor 

Kecamatan Kwadungan adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi 

dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap
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perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan 

Kecamatan. ■ Sesuai dengan visi dan misi Kantor Kecamatan 

Kwadungan, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan 

partisipasi masyarakat. Pendanaan kegiatan pembangunan yang 

dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kwadungan bersumber pada 

dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan 

pendanaan indikatif dapat dilihat di tabel berikut :



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kineija Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan 

Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Kecamatan 

Kwadungan menetapkan indikator kineija yang harus dicapai dalam 

kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja 

utama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah yaitu tahun 2021 sampai tahun 2026. Target pencapaian 

kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan merupakan suatu 

bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah 

Kabupaten dan akan mempertanggungjawabkannya kepada 

Pemerintah setiap tahun. Indikator Kineija Kecamatan Kwadungan 

yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan 

Kwadungan adalah seperti yang ditampilkan pada tabel berikut :



40

BAB VIII 

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Kwadungan Tahun 2021-2026 

merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah 

KabupatenNgawi selama 5 (lima) tahun mendatang dengan memperhatikan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ngawi yang 

disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi 

Jawa Timur serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

dalam kerangka sinkronisasi pembangunan regional dan nasional. Rencana 

Strategis Kecamatan Kwadungan Tahun2021-2026 berisi Tujuan dan 

Sasaran pembangunan lima tahun yang merupakan pedoman bagi 

Kecamatan Kwadungan dan masyarakat di dalam penyelenggaraan 

pembangunan kedepan sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan 

Kabupaten Ngawi. Untuk mewujudkan program keija yang akan 

dilaksanakan, maka dengan segenap sumberdaya yang dimiliki, Rencana 

Strategis Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman melaksanakan 

Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang 

selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Keija dan Rencana Keija Tahunan.

Perencanaan Stategis dibuat dalam rangka mempertanggung 

jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan 

sumberdaya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada 

setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas 

yang memadai, dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada 

masyarakat. Oleh karena itu perludukungan dan peran aktif seluruh 

unsure pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat 

Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Kwadungan berkewajiban menyusun Rencana Strategis 

Tahun 2021-2026 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun2021-2026.

2. Rencana Strategis Kecamatan Kwadungan sebagai pedoman dalam 
menyusun Rencana Keija yang selanjutnya dilaksanakan melalui 

program dan kegiatan.



Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasamuv Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah

NO TUJUAN! SASARAN INDIKATOR TU J U AN/S ASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADATAHUN KE-

keterangan
1 2 3 4 5 6

2021 20 IT 2023 2024 2025“ 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Meningkatnya kualitas 

implementasi SAKIP Perangkat 
Daerah

Meningkatnya kualitas 
implementasi SAKIP 
Perangkat Daerah

Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah

82,67 82,70 82,75 84,50 85,00 85,50

Target Tahun 
2024-2026 

Menyesuaikan 
hasil LHE AKIP 

Tahun 2021 dan 
2022

2 Meningkatnya kualitas 
pelayanan publik

Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Publik

Persentase Desa/Kelurahan Dengan 
Tingkat Kepuasan Pelayanan
Kategori MEMUASKAN

42,86 42,86 -
t

- -

Persentase Pemerintah Desa
Dengan Nilai IKM > 80

- - 42,86 57,14 64,28 71,42

Indikator baru 
menyesuaikan 

hasil Reviu 
Pohon Kinerja

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
Kecamatan

80,25 80,25 81,50 82,75 83,80 84,80

Target Tahun 
2024-2026 

menyesuaikan 
hasil IKM Tahun 

2022



» Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlaq, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong 
royong dal am bingkai NKRI

MISI 3 : Meningkatkan Etos Kerja dan Integritas Aparatur Pemerintahan Guna Memberikan Pelayanan Prima

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola 
Pemerintahan yang Efektif dan 
Akuntabel dalain Memberikan
Pelayanan Publik yang Prima

1 Meningkatnya Kapasitas Tata 
Kelola Pemerintahan

Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan 
melalui penataan kelembagaan, pemerataan 
sarana prasarana, peningkatan kualitas Sumber 
Day a Manusia aparatur, dan mewujudkan smart 
village

Meningkatkan daya saing 
daerah melalui peningkatan 
nilai tambah pertanian yang 
didukung oleh pemantapan 
infastruktur wilayah

2 Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Publik

Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui 
peningkatan pelayanan administrasi 
kependudukan berbasis teknologi, peningkatan 
kualitas Sumber Daya Manusia pegawai 
kecamatan/desa, dan optimalisasi reses DPRD



labelT C21
Rencana Program, Kegiat&n, Sub Keglatan dan Pendanaan Kecamatan Kwadungan 

Kabupaten Ngawl

Tujuan 5a**'*" Koda Pro gram/K eglatan/Sub 
Kagiatan

Indlkatbr Klnerja 
Tujuan, Sasaran, 

Program, Kagiatan dan 
Sub Kagiatan

Data Capalan 
pada Tahun Awal 

Parancanaan 
(2020)

Targat Klnarja Program danKarangka Pandanaan Kondlsl Klnarja pada Akhlr Periods Renstra 
Parangkat Daerah

Unit Ksrja 
Parangkat

Penanggung 
Jawafe

Lekaal

.a

I20J11
Tahun-1
(2022) (2023)

Tahun-3
12074) (20251

Tahun-5 
(202 S)

Target Rp. Target r >P. Target ftP- Target ftp- Target ftp- Target RP- Target RP-
1 2 3 8 7 7 T 15 16 17

Maningkatnya
kuaMai 
Implarrientasl 
•AKW* Parangkat 
aa*r*h

M*nkigkab»ya
kualltas 
Implementasi 
tAKIP Parangkat

NHal LMI AKIP 
Parangkat Daerah

02,87 82,70 82,75 84,50 84,80 95,59 •5,50

MOningkatnya
kuaittas
pslayansn
kacarnaUn

7 01 01
Program
PROORAM P0NUNJANO 
UftUtAN PSM8 WNTAHAN 
DAMAH
K AtUP ATIH'K OTA

Persentase
Dasa/Kalurahan
Dangan Tlngkat 
Kapuasan Pelayanan 
Kata god MfcMUASKAN

7«,7 42,88: 35,71 42,88

Persantass Pemerlntah 
Data Dangan NUal IKM

42,88 57,14- 84,29 71,42 71,42

Indaks Kapuasan 
Maayarakat (IKM)

78,01 80,28 81,08 82,60 #2,75 83,00 34,90 14,80

Parsantast
pemanuhan panunjang 
urusan pamartntahan 
daarah daltm aatahun

100 % 108 X 2.843.906.127,00 100 \ 3.128.178.754,20 <00 % 3.143.070.521,37 100 % 3.191.105.274,10 1C0 X 3.234.531.572,47 100 X 3.274.734.847,34 100 % 18.819.535.898,85 Kscamatan
Kwidurvgp'i

7 01 01 2.01
Kaolatan
Parent ana an, 
Panganggaran, dan 
Ivakiaal Klnerja
Parangkat Dssrah

Parsantasd dokuman 
parantanaan, 
panganggdran, dan 
avaluasl kjnarj* OPD 
yang dltuaun to pat

100 \ 108 X *000.000,00 100 X 7.300.30c,00 100 X 8.000.000,09 100 X 1.500.600,00 100 % 10.500.000,00 100 X 11.300.000,00 130 -i 54.800.009,00 Kscamatan
Kwaste.igAT

7 01 01 2.01 0001
tub Kaolatan
Panyusunan Dfckumen 
Peiancanasn Parangkst

Jumlah dokuman 
carancanaan parangkat

11 Dokuman 11 Dokuman 3.800.000,00 11 Dokuman 4 cco.con.oo 3 Dokuman 3.COO.OCO.CO 3 Dokuman 3 000.000.00 9 Dokuman 4.000.000.00 9 Dokuman 4 COU.QOO.OO 58 Dokum«n 11.tCO.306,03 Kacamalan
Kwad%mga-i

. .

Jumlah dokUman 
pangenggaran parangkat

4 Dokuman 4 Dokuman 4 Dokuman t Dorman

7 01 01 2.01 0002 Koordlnasl dan Panyusunsn
Dokuman RKA-SKPD

Jumlah Dokuman RtOv- 
SKPD oar Laporan Hasli 
Koordlnasl Panyusunan

NA NA NA 1 Dokuman 1.800.000.00 1 Dokuman 1 250.000.00 1 Dokuman 1.260.000.00 1 Dokuman 1,250.000.00 4 Dokuman J.250.000,00 Kacamalsr
Kwadungan

7 01 01 2.01 0003 Koordlnasl dan Panyusunan
Dokuman Parubahan RKA- 
SKPD

Jumlah Dokuman 
Parubahan RKA-SKPD

Koordlnasl Panyusunan 
Dokuman Parubahan

NA NA 1 Dokuman 1,000 000.00 1 Dckumen 1 260.000.00 1 Dokuman 1.250.000.00 1 Dokuman 1 250.000.00 4 Dokuman 4.750.000.CO

7 01 01 2.01 0004 Koordlnasl dan Panyusunan
DPASKPD

Jumlah Dokuman DPA 
SKPD dan Laporan Hasli 
Koordlnaal Panyuaunan

NA NA NA 2 Dokuman 1 000 000,00 2 Dokuman 1.280.000.00 2 Dokuman 1.230.000.00 7 Dokuman 1.250.000,00 4 Dokuman 4.753.00*5,00

7 01 01 2.01 0008 Koo'dlnaal dan Panyuaunan
Parubahan DPA SKPD

Jumlah Dokuman 
Parubahan DPASKPD 
dan Laporan HasM 
Koordlnasl Panyusunan 
Dokuman Parubahan

MA NA NA 2 Dokuman 1.000.000.00 2 Dokuman 1.230 000.00 2 Dokuman 1.250 uOO.OO 2 Dokuman 1.260.000.00 4 Dokuman 4.750.000,00

7 01 01 2.01 0007 Evaluasl Klnarja Parangkat Jumlah Lapbran Evaluasl S Laporan 6 Laporan 3.000.000,00 6 Laporan 3.500.000.00 7 Laparan 1 600.000.00 7 Laporan 1.800 000.00 7 Laporan 1.500.000.00 7 Laporan 2.500.000,00 40 Laporan 13.500.000.00

01 01 2.02
Kaolatan
Adminlstrail Kauangan 
Parangkat DaBrah

Parsantast dokuman 
dan laporan kauangan 
yang dlsusun tap at

100 X 108 % 2.623.108.230,00 100 X 2.747.071.584.28 100 % 2.770.570.521,37 100 % 2.798.710.318,19 100 7. 2.828.117.419,47 100 X 2.855.003.593,34 100 X 18.819.988.653,65 Kecamatan
Kwsdungan

01 01 2.02 0001
tub Kaolatan
Panyadlaan Gajl dan
Tunjangan ASM

Jumlah Orang yang 
Manarlma Gajl dan

420 Ketl 780 Pagawal 2.6*5 736.239.00 700 Pagawal 2.736.471.564.28 810 Pagawal 2.763 079.821,37 810 Pagawal 2 790.710.316.19 810 Pagawal 2.818 617.419.47 810 Pagawal 2.846.803.593.34 1 170 000.000.CO Pagawal 16.571.438.053,65
Kwadungan

Jumlah doKbman 
pangajuan gajl dan 
unjangan ASN dan Non

26 Dokuman 26 Dokuman 26 Dokuman 52 Dokuman

01 01 2.02 0006 Koordlnasl dan Panyusunan 
Laporan Kauangan Akhlr 
Tahun SKPD

Jumlah Laporan
Kauangan Akhlr Tahun 
SKPD dan Laporan Hasli 
Koordlnasl Panyusunan 
Laporan Kauangan Akhlr

1 Laporan 1 Laporan 4450.000,00 3.000.000.00 3 500.000,00 1 Laporan 3.750.000.00 1 Laporan 4.500.000.00 5.000.000.00 24.200.006,00 Kacamalar
Kwadungan

01 01 2.02 0007 Koordlnasl dan Panyusunan 
Laporan Kauangan
Bulanan/T rtwukinan/SemasI 
•ran SKPD

Jumlah Laporan
Kauangan Bulanan/
T rtwulanarV Samastaran 
SKPD dan Laporan 
Koordlnasl Panyusunan 
Laporan Kauangan 
Bulanan/T rhvulenan/Sam

48 Laporan 40 Laporan 3.600.000.00 48 Laporan 3.500 000,00 50 Laporan 4.000.000.00 43 Laporan 4.250.000.00 48 Laporan 5.000 000.00 48 Laporan 4 000.000.00 288 Laporan 24.350.000,00 Kacamalar
Kwadungan



Tuju»n —
PTogram/Keglatan/Sub

Kegifltan

IndlkatOr Kinerja 
Tujuau, Sasaran, 

Program, Kagtstan dan 
Sub Kegiztan

Data Capalan 
pads Tahun Awai 

Perencanaan 
(2020|

Tar gat Kinerja Program dan Karangka Pandanaan Kond.'si Kinerja pad a Akhlr Period# Ranstra 
Perangkat Daerah

UnH.'terja
Perangkat

Lokasl ... (2*221
Tahun-2
(2023)

Tahun -3. ... . ... Tahun -4 
(?025l

Tahun-5
(2035)

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Jawafc
3 6 7 3 8 10 12 13 14 15 . .11 U 2fi

1 01 01 2.05 Admin tatriil
Kepegawalan Perangkat
Dtsrah

Persantaxe ASN yang 
terpenuM admJnlstrasI 
kepegawtdannya dal am

100 % 100 % 9.300.000,00 100 % sh.101.000,00 100 V, 22.500.000,00 104- % 25.000.000,00 106 % 26.000.000,00 100 % 27.000.000,00 100 % 140.001.001,00 Kecamatan
Kwadungan

7 01 01 2.05 0002
Sub Keal atari
Pengadnan Psfcalan Dtnas 
Beserta Airlbut 
Kelengkepenrr/a

Jumlah paicaian dlnas 111 Meter 30 Meier B.300.000,00 90 Meter 31.101.000,00 22.500.000.00 25 000.000.00 26.000.000.00 27.000.000,00 140.001.608,00 Kecameian
Kwedunoan

Jumtah Airlbut pakatan 
dlnai yang .
Jumlah pokMart batik 
vana dlbtliASadakin

37 Stel

910.604.240,00

Jumlah sepdu olahraga 
vana dlbeli/dtadekan 
Pangadaarf Pakalan 
Dinas be »«rl a Airlbut

37 Paiang

90 Pakat 90 Paket 90 Paket 90 Paket 360 Puke!

1 01 01 2.08 0
Kealatan
A dm In (strati Wnum 
Parang*at Daerah

Pars antes*
pamanuhan kabutuhan

100 % 100 % «d.414.000,00 100 % 46.180.240,00 no % id.000.000, BO nr % 53.250.000,00 100 % 57.600.000,00 100 % 60.250.000,80 100 % Kecamatan
Kwedungah

7 01 01 2.06 0001
tub Keditan
Penysdlsen Komponen 
Instatesl LlstrlkAHnerangan 
Bangunan Ken! or

Persenlewpemanuhan 
kabuluhan perdden dan 
pedengkapan kanlor

Jumlah Pekal Komponan 
Instalasl
Llstrlk/Penerengan 
Bangunan Kanlor yang

100 X 100 X 3.500.000,00 100 X 3.260.500.00 100 X

Pakat

4.500.000.00 100 % 4.750.000.00

.. . .

100 X 5.600.000.00 100 X 6.000.000,00 100 % 27.510.680,00 Kecemalen
Kwedungen

—
7 01 01 2 06 0002 Penyedleen Peralelan dan 

Parlangkapan Kanlor
Pertenleee pamanuhan 
keoutuhen paralalen dan 
pedengkapan kanlor

Jumlah Pakat
Peralatan dan 
Pedengkapan Kentor

100 % 100 * 12,430.000.00 100 X 12.955.740,00 100 %

Pokat

13 600.000,00 100 % 15.000.000.00 100 % 16 000.000.00 100 X 16.000.000.00 100 % 85.885.748.CO Kecemalen
Kwadungan

7 01 01 2.06 0004 Penyedleen Baban Lsgletlk 
Kant or

Jumlah mekaoan yang 1.320 Kolak 300 13.000 000.00 8S0 Kolak '9.999.000,00 11.000.000,Oh 12.000.000.00 13.500.000.00 14.000.000,00 1.350 Kotik 73.400.000,00 Kecemalen
Kwedunoan

Jumlah mlnuman yang 30 Du. 175 Oeles 48 Dus 223 Dus

Jumlah elf Isl utang yang 
dlsadlakan - 
Jumlah Pakel Bah an 
Loglstlk Kirrtor yang

NA 100 Botol 48 Galon

1 Paket 1 Pakat 1 Paket 1 Poke!

1*8 Qa.'Of!

1 Pokal

7 01 01 2.06 0005 Penytdlaan Barang Cetakan 
dan Penggandker.

Jumlah barang yang 28.000 Lembar 184 Lember 7.500.000,00 2.520 Lembar •7.003.000.00 2.550 Lembar 7.500.000,00 2.550' Lembar 8.000 000.00 2.600 Lembar 9.000.000.00 2.600 Lembar 8 500.000,00 13.004 Lfembar 46.503.008,00 Ke carnal an
Kwedunoan

Jumlah barang yang •4.000 Lembar 9.976 Lember 7.106 Lembar 8.£00 Lembar 8.500 Lembar 8 500 Lembar 8.500 Lembar 51.082 Lembar

JumLJi Pakel Barang 
Celakan dan 
Penggandaan yang

Paket

7 01 01 2.06 0006 Penyedlatn Bahen Bacaan 
dan Paraturen Perundang-

Jumlah sural kabar yang 
dlsadlakan

NA 48 Eksemplar •3 000.000.00 48 Eksemplar 1 500.000.00 49 Eksemplar 1.500 000,00 48 Eksemplar 1.600 000.00 48 Eksemplar 1.760.000,00 240 Eksempier 8.350.081,00 Kscamalar

Jumlah Dokumen Bahen 
Bacaan daft Paraluran 
Perundang-Undangan

7 01 01 2 06 0009 Penyelenggaraan Rapat 
Koordlnasl dan Konsu«asl 
SKPD

Jumlah rapat-rap al 
koortflnasl dan konsuftasi 
luar daerah yang 
dlhadlrt/dttkuti

5 Kali 13 Kali 7 984.000.00 54 KaH 9.962.000.00

_____ 1

11 000.000.00 12.000 000.00 13 000 000.00 14 000.000.00 67 Kail 87.040.088,00 ke carnal a r

Jumfah rapat-rapel 
koordlnasl dan konsultasl 
dalam daerah yang

122 KaH 24 Kail 24 Kail 48 Kali

Jumlah Laporan
P a nyelanggaxaan
Rapal Koordlnasl dan

30 Laporan 30 Laporan 30 Laporan 30 Laporan 120 Laporan

Jumlah memln Rapat 
SKPDvflna dlserflakan__

200 Koiak 200 Kolak 200 Kolak 200 Kotak j 800 Kolak



Tujuafl Sisaran Koda Progr am/K eglatan/Sub 
Kaglatan

Indlkator Klnerja 
Tujuair, Saaaran, 

Program, Kaglatan dan 
Sub Kaglatan

Data Capalan 
pads Tahun Awal 

Perencanaan 
(2620)

Tarret Klnarja Program dan Kerangka Pendanaan
Partode Renstra

Unit Kerja 
Perangkat

Lokaai
■

Tahun-1
(2822) (2023) ______ Tahun-1

(2025)
TahUn-5
(2025)

Perangkat Da

Tkrgot Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Jawab
3 6 8 10 U 14 16 11 19 2fl

1 01 01 i.07
Kaalatan
Pengadaan B»rang Mlllk 
Daerah Penunjang Uruaan 
Pamerlntah otserah

Prasantas* barang 
mlllk daarah penunjang 
uruaan pemarkrtah 
daarah yang dladakan

11 Unit 76 Unit 53.060.000,00 76 Unit 1^.648.606,00 87 Unit 175.500.000,00 24 Unit 185.500.000,00 16 Unit 160.000.000,00 18 Unit 195.000.000,80 221 untt 983.708.600,00 Kecamatan
Kwadungan

7 01 01 2.07 0002
Sub Kaalatan
Pangadaen Kehdarean
Dinas Oparastonal atau 
Lapangan

Jumlah unit'kandaraan

operaslonaAapangan

0 Unit 1 Un* 24.000.000,00 ' 25.000.000.00 2 Unit 25.000.000,00 2 Unit 27.000.000.00 1 Unit 28.000.000.00 30.000.000.00 9 Un* 159.000.000,00 Kecamatan
Kwadungan

7 01 01 2 07 0006 Pengadaan Mabel Jumlah pakM mebel yang 3 Unit 6 Un6 13.998.000.00 10 Unit T9.090.000.00 10 Unit 22 500.000,00 10' Unit 30.000.000,00 7 Unit 32.000.000.00 7 Unit 35.000.000.00 50 Unit 152.586.068,00 Kecamaian

7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Paralalan dan 
Masln Lalnnya

Jumlah unit paralatan den 
masln lalnnya yang

3 Unit 2 Unil t2.498.000,00 1 Unit 34.374.800.00 8 Unit 28.000.000,00 10' Unit 28.500.000.00 7 Unit 30.000.000,00 7 UnH 30 000.000,00 33 Un* 113.372.609,00 Kacamalan
Kwadungan

7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sorana dan
Praaarane Gadung Kantor 
alau Bangunan Lalnnya

Jumlah Un* Sarana
dan Prasarana
Gadung Kantor ateu 
Bangunan Lalnnya yang 
Dlsadlakan:

NA 2 Un* 2.564.000,00 - Unit 6.184.000,00 1 Unit 7.500.000,00 2 unit 10.000.000.00 0 Unit 12.000.000.00 2 Unit 13.000.000.00 7 Un* 51.246.061,00 Kacamalan
Kwadungan

7 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan
Praaerana Pendukung 
Gadung Kantor alau 
Bangunan Lalnnya

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Pandukung 
Qedung Kantor alau 
Bangunan Lalnnya yang

NA 100.000 000.00 1 Unit 100.000.000,00 1 Unit 90.000.000.00 1 Unit 100.000.000.00 t Unit 100.000.000,00 1 Un* 460.000.000,00 Kecamatan
Kwadungan

Luasan sarana prasarana 
gadung kantor yang

NA 3*0 m2 340 m2

1 01 01 2.01
Kaalatan
Panyadlaan Jasa 
Penunjang Uruaan 
Pemerintahan Daarah

Percentage 
pemenuhanjasa 
penunjang uruaan

109 % 106 % 70.316.888,00 100 \ 85.605.356,00 100 % 88.000.000,00 166 % 90.644.656,00 160 y. 93.614.153,0C 100 % 96.681.054,09 100 % 529.065.463,00 Kecamatan
Kwadungan

7 01 01 2.08 0001
Sub Kaalatan
Panyadlaan Jaaa Sural 
Menyurat

Jumlah Laporan 
Panyadlaan Jess Sural

120 Sural 600 Furat 3.000.000.00 600 Sural 3.000.000.00 900 Surat 3.000.000.00 900 Sural 3.000.000.00 900 Sural 3.000.000.00 900 Surat 3.000.000.00 4.500 Surat 18.000.860,00 Kacamalan
Kwadungan

7 01 01 2.08 0002 Panyadlaan Jasa
KomunJkasi, SCmbar Day a
Air dan Llstrik

Jumlah rakanlng Ak yang 12 Rakanlng 12 Rekanlnj 24.039.888,00 12 Rakanlng 20.311.600.00 27.000.000,00 27.894,958.00 29.814.153.00 29.691.054,00 72 Rakanlng 183.741.533,00 Kacamalan
Kwadunoan

Jumlah rakanlng ItatriK 
yang dlbayar

24 Rakanlng 24 Rekenlnj 24 Rakanlng 144 Rakanlng

Jumlah rakanlng Internal 12 Rakanlng 12 Rakanlng 12 Rakanlng 72 Rakanlng

Jumlah Laporan
Panyadlaan Jasa
Komunlkesl. Sumber
Daya Air dan Llstnk yang

60 Laporan 60 Laporan 60 Laporan 60 Laporan 240 Lbporan

7 01 01 2.08 0003 Panyadlaan Jasa Paralatan 
dan Partangkapan Kantor

Jumlah alat-kabarslhan 96 Buoh 67 Buoh 1B.000.000.00 50 Buah 21.473 860.00 22.000.000,00 22.760.000.00 24.000.000.00 25.000.000.00 50 Buah 131.223.850,00 Kacamalan
Kwadunaan

Jumlah banan kabarslhan 90 Buah 55 Buah 60 Buah 60 Buah

Jumlah perrtbeyaren Jasa 12 Kail 12 Kail 12 Kail

Jumlah Lapbran 
Panyadlaan Jasa 
Paralatan dan 
Pertangkapan Kantor

12 Laporan 12 Laporan

7 01 01 2.08 0004 Panyadlaan Joka Palayanan Jumlah pembayaran 156 KaH 36 Kail 3r1.280.000,00 36 KaU 34.820.000,00 &6 000.000,00 37.000.000.00 38.000.000.00 39.000.000,00 72 Kail 216.100.000,00 Kacamatar
Kwadunoan

Jumlah Laporan
Panyadlaan Jasa 
Palayanan Umum Kantor 
-Yana Dlaaittakan-----------

36 Laporan 35 Laporan 36 Laporan 36 Laporan 144 Lapcran



TuJlIWl Sasaran Kode P ro gr am/K egl atan/S ub 
KegiUtan

Indlkator Klnerja 
Tujuan, Sasaran, ‘ 

Program, Kaglatan dan 
Sub Kegtatan

Data Capalan 
pada Tahun Awai 

Parencanaan 
(2020)

Target Klnerja Program dan Kerangka Pendanaan
Period# Renstra 

erah

UnMKaeja
Perangkal

Penanggung
LokaslTahun-1

(20*2) (2023) l»»)
Tahun-4

(20251
Tahun-5

1202 B)
Perahgkat Da

TArget Rp. Target Rp. TjfB« Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
3 ♦ 5 8 8 10 14 15 11 Li 20

7 01 01 2.00
Kaaiatan
PamaHharaan Barang
Mlllk Daerah Panunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah

Partentasa barang 
mIMk daerah penunjang 
urusan pemarlntahan 
daerah yartg

100 % 100 % 38.208.000,00 100 % 2li 70.000,00 100 % 28.500.000,00 19* % 26.500.006,00 100 % 28.500.000,00 100 % 28.500.000,00 100 % Kecamatan
Kwadungan

180.378.000,00

7 01 01 2.09 0002
Sub Kaolatan
Penyediaan Jaita 
PamaHharaan, fetay a 
PamaHharaen.'PaJak. dan 
PerWnan Kandaraan Dinas 
Operational atfiu Lapangan

Jumlah kendaraan 
dlnas/oparaalonal yang 
dlbayar pajaknya

6 Unit 6 UnH 1*978 000.00 6 Unit 13.500.000.00 13.500.000,00 13.600.000.00 13.500.000.00 13.800.000.00 12 Uni Kecamatan
Kwadungan

12.479.0*0,00

Jumlah pamallharaan 
kandaraan 
dlnastopar* slonal

6 Kail 4 Kell 6 Kafl 10 K*H

Jumlah Kandaraan Dinas 
Operational atau 
Lapangan yang
Dlpatthara dan 
dibayarkanPejak dan 
Peral nanny*

9 Unit 10' Unit 10 Unit 10 UnH 39 Uni

7 01 01 2.09 0006 Pemefiharaen Paralatan dan
Matin Lainnva

Jumlah pemellheraan 24 Kail 10 Buan ■*1.230.000,00 16 Kali 4.670.000,00 5.000,000.00 5.000.000.00 5.000.000.00 6.000.000.00 26 Kill 21.900.0*0,00 Kecamatan

Jumlah Paralatan dan 
Matin Leihnya yang

16 Unit W Unit 16 Unit 16 Uni 64 Una

7 01 01 2.09 0009 PamaNharaarVftehabllKasI
Gadung Kantor dan

Luasan gadung kantor
yang dlpalihara

396 m2 70 m2 13 000.000,00 600 m2 ro.ooo.ooo.oo 10.000.000,00 10.000.000.00 10.000.000.00 10.000.000,00 670 m2 60.000.00*,00 Kecamatan
Kwadungan

Jumlah Gadung Kantor
dan Bangunan Lalnnya 
WQ

2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 UnH * Uni

Jumlah Serena dan
Prasarant Oadung
Kantor atad
Bangunan Lalnnya ysng 
DlpeUhere.Dln>habiWasl

3 Unit 5 umt 6 Unit 6 UnH 20 Uni

Jumlah Sarana dan
Pres arenaPandukung 
Gadung Kantor aieu 
Bangunan Lalnnya yang 
DIpaHhera-DIrehabUH a si

2 Ulnt 2 Uint 2 Ulnt 8 L»m

7 01 02 PROGRAM
PBNYILSNGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN 
PELAYANAN P'JBLIK

Parsentasa aspak 
penllalan IKM 
Kecamatan dalam 
kategori minimal balk

NA 62,50 % 1*0.927.000,00 62,50 % 2ff2.987.500,00 75,00 % 310.205.000,00 87,5* % 312.205.000,00 • 7,50 % 314.205.000,00 100 % 316.705.000,00 100 % Kecamatan
Kwadungan

1.717.234.6*6,00

Persenlase
Penyalenggaraan Urusan
KecematarvSesual
Standar

71,42% 76,57% 85,71% 8S,7<% 100%

Kaglatan
Koordlnarl
Penyaianggaraan
Kaglatan Pemerintahan dl 
Tlnokat Kacamatan 
Perrtngketan EMdtfltas 
Kaglalen Pamartnlahan dl

20.000.000,00

20.000.000,00

7 01 02 2.01

7 01 02 2.01 02

20.000.000,00

20.000.090,00

7 01 02 2.02
Kaaiatan
Penyelenggiman Urusan 
Pemerintahan yang tldak 
Dllaksanakan oloh UnK 
Kerja Peranghat Daerah 
vano aria dl KPcamatan—

Pretentase masyarakat
yang puss tarhadap
pe lay anarr kec amatan

NA 80 % 50.433.000,00 80 % 174.325.000,00 80 % 11*4.205.000,00 80 % 194.205.000,00 85 % 194.205.000,00 90 % 194,205.000,00 100 7. Kecamatan
Kwadungah

1.010.578.000,00



Tujuan Sasaran Program/Keglatan/Sub
Keglfttan

IndlkatOr Klnarja 
Tujuan; Sasaran, 

Program, Kaglatan dan 
Sub Kaglatan

Data CapaJan 
pada Tahun Awal 

Perencanaan 
(2020)

Target Kkierja Program danKarangka Pandanaan Kondlsi Klneija pada Aktrir rarloda Renstra 
Perangkat Daerah

Unit Kerja 
Perangkat

Pananggunf
Jawafc

LokaslTahun-1
(2021) , .

Tahun-1 
 120221

Tahun-2
12023),

Tahun -3
(20241   .....

Tahurt-4
L .  (2023)

TahLi-5
(2026)

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
3 6 7 8 > 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T? 11 11 .- -2S -

7 01 02 2.02 0003
Sub Kaolatan
Panlngkalan Efekttfttas 
Pelakaaneen Pelayanan 
kapada Masyarakal dl 
Wllayah Kecamalan

Jumtah doKuman IKM 
Dasa yang dtsusun up to

12 Dokuman 1 Dokumar 59.433.000.00 14 Dokuman 1?<f625.000.00 14 Dokumen m 205.000.00 14 Dokumen 194.205.000.00 14 Dokumen 194.205.000.00 14 Dokumen 194.205.000.00 60 Dokumen 1.010378.000,00 Kecamalan
Kwadungan

Jumlah monitoring NA 12 Kail 12 KaH 60 KaH

Jumlah rapal koordlnasl 
panlngkalan pelayenan

NA 4 Kali 4 KaM 20 KM

Jumlan peserta 
soslallsasl panlngkalan

NA 60 Orang 60 300 Orang

Jumlah Laporan 
Panlngkalan ETeWlfltas 
Palakaanaan Palayanan 
kapada Melyarakal dl

14 Laporan 14 Laporan 14 Laporan 14 Laporan 56 Leporan

7 01 02 2.04
Kaolatan
Palakaanaan Orusan 
Pemartntahan yang 
DHImpahkan Kapada

Presents** laporan 
hasil fasHrtaal kaglatan 
kaaos dl wtlayan 
kacamatan yang

00 % 80 % 101.444.000,00 • 0 % 108.002.500,00 80 % 116.000.000,00 85 % 118.000.800,00 90 X 120.000.000,00 100 % 122.500.000,00 100 X 686.856.500,00 Kacamatan !
Kwadungan

7 01 02 2.04 0001
Sub Kaolatan
Palakaanaan Uruaan 
Pamarlnlahan yang terkelt 
dangan Non Perttnsn Non
Utah*

Jumlah keglelan 
Soslallsasl partzlnan dl 
llngkat kacamatan dan 
dasa vane dllakianakan

NA 14 Kali TS.494.000,00 16.494.000.00

7 01 02 2.04 oooa Palakaanaan Uruaan
Pamarinlahan yang UrkaH 
danoan Non Perttnan

Jumlah Dokuman IKM 
data yang dlsusun up to

NA 1 dokuman 63.000 000.00 85.0*0.000,00

Jumlah Kaglatan 
soslallsasl non partzlnan 
dl llngkat kacamatan dan

NA 14 Kali

7 01 02 2.04 0003 Palakaanaan Uruaan NA NA 2 KaM 100 662.500.00 116.000 000 00 118.000.000.00 120.000 000.00 122.500.000.00 2 KM 585.162.500,00 'Kecamalan
Kwadunoan

Oangan Kewt.-rengan lain 
yang Dlllmpahifan

Jumlah faaWtasI GSI NA NA 2 Ka» 2 KM

Jumlah faaWtasI RTLH 4 Unit 4 urn 5 Laporan 3 Laporan 5 Leporan 5 Laporan 20 Leporan *
Jumlah faaWtasI bantu an 
korban beoeena

NA NA 24 Kail 2 LMX.r.n 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 0 Leporan .

Jumlah FaUlltasI barrtuan 
soslel masyarakat

NA NA 12 Kan 2 Laporan 2 Laporan 2 Leporan 2 Leporan 8 Leporar

Jumlah faaWtasI NA NA 1 KM.

Jumlah Fa sllltMl dan 
Rakomancasl

12 Laporan 12 Laporan 12 Leporan 12 Laporan 4. LAporvi

Jumlah Laporan 
Palaksanaan Urusan 
Pamarinlahan yang
TarkaM Dangan 
Ktwanangan Lain yang

14 Laporan 14 Laporan 14 Leporan 66 leporan

7 01 03
Prooram
PROGRAM
PfiMBERDAYAAN
MA6YARAKAT DESA DAN 
KBLURAHAN

Paraantasa dasa yang 
menlndaklanjuti hatll 
pamblnasn 
pa mb ar day a an 
masyarakat

NA 75,00 % 42.530.000,00 75,00 % 11tt.000.000,00 83,33 % 1*1-0.000.000,00 91,86 % 125.000.006,00 91,86 X 130.000.000,00 100 X 140.088.000,00 100 X 575.530.000,00 Kacamatan
Kwadungan

7 01 03 2.01
Kaolatan
Koordlnasl Knglatan 
Pemb*tday»an Deaa

Sub KtqlHin,

Parsantasa laporan 
haall fatllrtatl kaglatan 
pamberdnyaan 
masyarakat yang

NA 80 % 42.530.000,00 80 V. 118.000.000,00 80 X 120.000.000,60 85 % - 125.000.000,00 90 % 130.000.000,00 100 % 140.060.000,00 100 X 675.530.000,00 Kacamatan
Kwadungan



Tujuen Kode P ro gram/K egl atan/S ub 
Kaglatan

Indfkater Klnerja 
Tujuan, Sasaran, 

Program, Kaglatan dan 
Sub Kaglatan

pads Tahun Awal 
Perencanaan 

(2020)

Target Klnar)a Program dan Karangka Pendanaan Kondlsl Klnorja pada Akhlr rertode Renstra 
Perangkat Daerah

Unit Ker)a 
Parangkal

Penanggung
Lnkasl

(20211
Tahun-l
(2022)

Tahun-2
(2023)

Tahun-3 
(2024)

Tahun-4 
(2023)  

Tahun-5
(2036)

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
3 7 ------------- 7------------- 9 10 11 12 11 15 16 17 11 11 2ft

1 01 03 2.01 0003 PenJngKdlan EN»Mlfttes 
Kaglatan Pembordeyaan 
Masyarskat dl Wilayah 
Kacamatan

Jumlah koordlnasl Uni as 
sektor tartcslt kaglatan 
pembardayaan

NA 4 Kail 42.530.000,00 4 KaU 1 t^OOO.OOO.OO 120.000.000.00 123.000.000.00 130.000.000.00 140 000.000,00 8 KaU 675.530.068,66 Kecemalan
Kwadungan

Jumlah faaWtasI kaglatan 
pembardayaan

24 Kali 24 Kail 24 KaU 48 KaH

Jumlah monitoring 
kaglatan pambardayaan

NA 12 Kail 12 Kail 24 KaU

Jumlah Laporan hasll 
FassWaai Kaglatan 
Pambardayaan 
Maayarakat yang

NA 14 waporan 14 Laporan 14 Laporan 56 Laporan

7 01 04

7 01 04 2.01

7 01 04 2.01 01

7 01 04 2.02

7 01 04 2.02 01

PR00HAM KOORDINASI 
KiTiKTRAMAN DAN 
KrremftAN umum 
Keolatan
Koordinss) Up ay* 
Panyelengganan 
Keterrtraman dan 
Katartlban Umum

Slnegrtts dtnjan
KepoBtItn Ntgtrt Rtpubllk 
Indonaals. Tart art National 
Indonatlt dan htianw 
Varlfral dt WKoviih

Koordlnasl Penertpan dan 
Penagakan Paraturan 
Daerah dan Paraturan 
KepaJa Daarah

Koordlnasl/ Slrtergl Dangan 
Parangkal Daweb yang 
Tugaa dan ruigalrrya dl 
BWang Pantgaican
Paraturan Parundang 
Undangan darVttau

Jumlah has* koordlnasl 
dan pengendattan 
keterrtraman dan 
katartlban yang 
riMn*Mri*ftll)tl
Jumlah Pembina an
Han tip dan Unmes Dasa 
yang dilaksanakan

Jumlah Rakor lantang 
katartlban dan kaamanan 
vrilayah kacamatan yang 
dllaksaneken
Jumlah hasU koordlnasl 
dan pangandattan 
ketentreman dan 
katartlban yang 
dttlnrialrtanluH
Jumlah Rakor lantang 
katartlban dan kaamanan 
wtteyeh ktcamalan yang 
dilaksanakan

14 Kali

14 KaU

14 Laporan

14 Kail

40,840.000,00

22.660.000,00

22,860.000,00

RL1 *0.000,00

W. 130.000,00

46.640.066,00

NA 22.660.660,00

NA 22.650.000,00

NA

NA 16.160.669,00

NA 13.180.000,00

7 01 06
Proaram
PROGRAM PHMitNAAN 
DAN PtNOAWAOAN 
PtMIRINTAHAN DB8A

Perxentastt dasa yang 
mentndihtenjuti hasll 
pamblnaan dan 
pengawaxan

NA 75,00 % 3*5.210.000,00 75,06 % 336.133.001,00 83,00 % 421.412.701,01 91,66 % 446.000.000,85 91,66 % 463.000.000,00 100 % 466.006.300,40 100 % 2.234.327.794,05 Kacamatan
Kwadu-rgan

Persentaxa dasa yang 
marryutun APB Das

“* 75,00 % 75,00 % 83,00 % 01,63 % 61,68 % 100 % 100 %

Persentasa Pamartntah 
Dasa yang Tata Kalola

71,42% 76,57% 85.71% 65,71% 109%

7 01 08 2.01
Keolatan
r asRRast, Rekomandasl 
dan Koordtna*1
Ptmblnaan din 
Pengawaxan
Pemarlntahan Dasa

NA NA 12 Dokumen 396.135.001,00 12 Dokumen 421.412.701,01

421.412.701,01

12 Dokumen 440.000.600,65 12 Dokumen 463.000.000,00 12 Dokumen 466.000.000,40 60 Dokumen Kacamatan
Kwadungm

F ersentase dokumen
SOP Palayanan Data

2.196.547.791,05

Ptrsartata pa tart a 
soslallsasl tala 
pemarlntahan dasa yang 
sangst paham terhadap

NA NA 50 % 50 % 60 % 60 % 70 % 70 %

Persentas* laporan hasll 
fas lilt as l parganllan 
parangkal dasa yang dl

NA NA 2 Laporan 1 L,p°r‘n 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 10 Lftporan

Persantas* laporan hasll 
fasllltasl LF^Das yang

NA NA 12 Laporan “ L‘por*n 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 60 Laporan

Persentas* laporan 
kaglatan palaksanaan 
Musdas yeng

NA NA 1 Laporan 1 L,.« 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 5 Laporan 421.412.791,91

Parsantas* laporan hasll 
Musranbangcam yang dl

NA NA 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 5 Laporan



Tujuon Sitarui Kode 1 P ro gr am/K e gi atan/S ub 
Keglittsn

Indlkatbr Klnerja 
Tujuan, Sasaran, 

Program, Keglatan dan 
Sub Kegiatan

Data CapaJan 
pada Tahun Awal 

Perencanaan 
(2021)

Target Klnerja Program dan Kerangka Psndanaan Kondlsi Klnerja pada Akhlr Periods Renstra 
Perangkat Daerah

Unit Kerja 
Parangkat

Penanggung
Jawab

LokaalTahun-1 
 US211 (jmi

Tahun-2 
(2023) 12424)

Tahun -4 
(20251

Tahun-5 
(2038)

TOrget Up. Target Up. Target ftp. Target Rp. Target ftp. Target ftp. Target Rp.
1 2 3 4 6 7 --------------7------------- 0 11 13 15 16 17 19

Persarrtase data yang 
menlndakJanjuh hasll 
fasllltasl RlO’Des dan

NA NA 12 Deaa
V

12 Desa 12 Deaa 12 Desa 12 Desa 60 Desa

Persarrtase desa yang 
menlndaldar^utl hasll

NA NA 12 Desa 12 Dasa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 60 Dfeia

Parseirtaselaporan hasll 
koordlnasl Forplmcam

NA NA 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan * Laporan 4 Lag™ 20 Laporan

Percental* pesarla 
Pasktbrakayeng 
dlfasllltasl lampal dangan 
pelaktanaan Upacara

NA NA 30 Orang 30 Orang M Orang 30 Orang 250 Orang

7 01 06 2.01 0001
Sub Keal atari
FasWtesl Perryusunan 
Paraluran Das a dan 
Peraiuran KkdU Data

NA NA 14 Kail 49.138,001.00 14 Kail 60.000.000,00 14 KaH 65.000.000,00 14 KaH 75.000.000.00 14 KaH 80.000.000,00 70 KaJI Kacamatan
Kwsdungan

Jumlah koofdlneal dan 
konsultasl

321.133.001,00

Jumlah Dokuman
Fasmtasl Panyusunan 
Paraluran Daso dan

NA NA NA

Jumlah Laporan FasWtesl 
Parryusunah Paraluran 
Desa dan Paraluran

NA NA NA 14 Laporan 14 Laporan 14 Laporan 14 Laporan 56 Loporan

7 01 06 2.01 0002 FasilHatl Adminutrail Tala
Pamarlniahan Data

Jumlah Monav yang NA NA 35.280.000,00 60 Orang 130.000.000.00 28 KaH U0.000.000.00 60 Orang 145.000.000.00 80 Orang 150.000.000.00 60 Orang 156.000.000,00 300 Orang 757.200.000,00 Kacamalen
Kwtdunoan

-------- iO-flnoa—

7 01 06 2.01 0009 FasilHasi Slnkronlsasl
Perencanaan Pambangunan

Jumlah Koordlnasl dan NA NA 36 KaH 123.000.000,00 36 KaH 131.412.791,91 36 KaH 135.000.000.65 36 KaH 140.000.000.09 36 KaH 160.000.000,40 180 Kail 6O1.412.703,05 Keeemelar
Kwadunaan

Daarah Dengan 
Pambangunan Data

Jumlah koordlnasl llntas NA NA 36 KaH 36 Kali 36' Kali 36 KaH 36 Ko!l tec Kali

Jumlah koordlnasl larkalt 
fasllltasl RKPDeiaden 
DURKPDeta

NA NA 36 Kail 36 KaH 36 KaH 36 KaH 36 Kali 180 Kali

Jumlah koordlnasl lerkaH 
MUSDES

NA NA 2 KaH 2 KaH 2 Kali 2 KaH 2K.I, 10 Kail

Jumlah Koordlnasl larkalt 
paleksaneah

NA NA 4 Kail 4 Kail 4 K« 4 KaH 4 Kali 20 KaH

7 01 06 2.01 0011 FasHHasI PanyWanggaraan
Kalantaraman dan
Kalartlban Urmlm

Parsenleaa Maseleh 
Katertramsh dan 
Katerllban Umum

NA NA 90 % 85.000.000,00 85 % 90.000.000,00 90- % 95.000.000.00 90 % 98.000.000.00 100 % 100.000.000.00 100 % 468.000.000,00 Kaeamatan
Kwsdungan

Jumlah fasllltasl kagiatan NA NA 12 KaH 12 Kali 12 KaN 12 KaH 12 Kei: 60 Kail

Jumlah keglatan Iranilb NA NA 24 KaH 24 Kail 24 KaH 24 KaH 24 Kail 120 Kali

Jumlah rapat Koordlnasl NA NA 2 Kail 2 Kali 2 KaH 2 KaH 2 Kell 10 KaH

Jumlah koordlnasl forum NA NA 10 Kail 10 KaH 1C7 KaH 10 KaH 10 Kali 50 KaH

Jumlah peiOtlhan 10 Kali 10 Kail 10 Kali 10 Kan 10 KaH 10 Kali 10 Kali 70 Kail

Jumlah rapat koordlnasl 2 KaH 2 Kail 2 KaH 2 Kail 2 KaH 2 KaH 2 Kail 10 Kail

3.1 310.485.127,00 3.015.299.255,28 3.994.807.313,28 4.068.310.274,84 4.141.736.572,56 4.217.430.647.74 23.487 Jfla.1HLZ1L



Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

No Indikator

Kondisi Kinerja 
Pada Awal 

Periode Rencana 
Pembangunan 

Jangka Menengah 
Daerah (2020)

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja 
Pada Akhir 

Periode Rencana 
Pembangunan 

Jangka Menengah 
Daerah

Keterangan

Tahun 0 Tahun 1 
(2021)

Tahun 2 
(2022)

Tahun 3 
(2023)

Tahun 4 
(2024)

Tahun 5 
(2025)

Tahun 5 
(2026)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
1 Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah

NA 82,67 82,70 82,75 84,50 85,00 85,50 85,50

Target Tahun 
2024-2026 

Menyesuaikan 
hasil LHE AKIP 
Tahun 2021 dan 

2022
2 Persentase Desa/Kelurahan

Dengan Tingkat Kepuasan 
Pelayanan Kategori 
MEMUASKAN

35,71 42,86 42,86

4
Persentase Pemerintah Desa 
Dengan Nilai IKM > 80

NA - - 42,86 57,14 64,28 71,42 71,42

Indikator baru 
menyesuaikan 

hasil Reviu Pohon 
Kinerja

3 Indeks Kepuasan Masyarakat 
(IKM) Kecamatan

79,26 80,25 80,25 81,50 82,75 83,80 84,80 84,80 Target Tahun 
2024-2026 

menyesuaikan 
hasil IKM Tahun 

2022



NO MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH

Masih rendalinva 1KM Kecamatan Masih kurangnya Repuasan masyarakat terhadap pelayanan 
administratif kecamatan

Pelayanan tidak tepat waktu

Kurangnya ketegasan dalam pelaksanaan prosedut pelayanan

Performance SDM pelayanan kurang

Online system terkendala jaringan dan cara penggunaan yang sulit dipahami

Adanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan yang tidak di TL

Masih kurangnya sinergi lintas sektor dalam peningkatan ketentraman 
dan ketertiban umum di wilavah kecamatan

Kurangnya koordinasi lintas sektor

Masih perlunya koordinasi yang intensif antara pemerintah dengan toga dan toma

Masih kurangnya efektifitas pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan sosial 
masyarakat di wilayah kecamatan

Data kesos yang belum valid

Kurangnya fasilitasi kecamatan sehat

Kurangnya fasilitasi GS1

Kurangnya fasilitasi pembangunan RTLH

Kurangnya fasilitasi batttuan korban ber.cana

Kurangnya fasilitasi bafttuan sosial (BI’N'T. PKH.BLT, BST, Santunan kematian, dll)
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3. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan 

program Kecamatan Kwadungan sebagai bahan/pedoman evaluasi 

kinerja dan penyusunan LKJiP Kecamatan Kwadungan.

4. Sasaran dan indicator kinerja yang tercantum dalam dokumen Renstra 

Kecamatan Kwadungan adalah merupakan sasaran dan indikator 

kinerja Perangkat Daerah yang aisinergikan aengan dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi sebagai 

acuan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Kecamatan Kwadungan.

5. Rencana Strategis Kecamatan Kwadungan adalah sebagai wujud 

pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan 

yang dipercayakan kepada Perangkat Daerah KecamatanKwadungan.

6. Rencana Strategis Kecamatan Kwadungan Tahun 2021-2026 disusun 

diharapkan mampu meiaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan walaupun dalam pelaksanaan kegiatan 

tersebut masih belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditentukan.

Akhirnya, Rencana Strategis Kecamatan Kwadungan ini disusun 

untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan 

optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan 

akuntabei.

I


